SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/225 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
SUKOHARJO UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENERTIBAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban

prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di
Kabupaten Sukoharjo dan penanganan permasalahan hukum
di bidang perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang dihadapi Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam
proses kegiatan penertiban prasarana, sarana dan utilitas
umum perumahan di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu
adanya pendampingan hukum di bidang perdata dan Tata
Usaha Negara;

. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri
Sukoharjo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 100.3.7/301/2026,
Nomor: B-927/M.3.34/Gs.2/02/2026 tanggal 5 Februari 2026
dengan masa berlaku 2 (dua) tahun, untuk memberikan
masukan dan pertimbangan serta landasan dalam
menentukan kebijakan maupun permasalahan yang dihadapi
oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan
pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam
hal pelaksanaan kegiatan penertiban prasarana, sarana dan
utilitas umum perumahan di Kabupaten Sukoharjo agar tepat
guna, tepat waktu dan tepat sasaran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, maka membentuk Tim
Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk
Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum Perumahan pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;



Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5188) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 633);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun
2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ultilitas
Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 287);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri

Sukoharjo untuk Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum Perumahan pada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk

memberikan pendampingan hukum selama 2 (dua) tahun dalam
bidang perdata dan Tata Usaha Negara.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut:

a. memberikan penegakan hukum, bantuan hukum,
pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan
hukum lainnya dalam menghadapi permasalahan hukum di
bidang perdata dan Tata Usaha Negara;

b. melakukan penelaahan atas permohonan serta dokumen-
dokumen yang terkait permasalahan hukum di bidang perdata
dan Tata Usaha Negara;

c. mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan
sesuai dengan materi permasalahan serta dapat bertindak
sebagai ahli dalam persidangan di pengadilan apabila
diperlukan dalam menghadapi permasalahan hukum di
bidang perdata dan Tata Usaha Negara;

d. memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam
rangka menentukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai
upaya penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan
Tata Usaha Negara; dan

e. menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan
mengamankan data, dokumen dan informasi yang
berhubungan dengan permasalahan hukum di bidang perdata
dan Tata Usaha Negara.

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2026
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim KEPALA BAGIAN HUKUM,

1. Kepala

kepada Yth.:

Kejaksaan Negeri Sukoharjo
di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditandatangani secara
elektronik oleh :

di Sukoharjo; RETNO WIDIYANTI B, SH
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo Pembina
di Sukoharjo; NIP. 19790801 200501 2 010

4. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/225 TAHUN 2026
Tanggal :9 Maret 2026

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO UNTUK
PELAKSANAAN KEGIATAN PENERTIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN

NO NAMA /NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
1. | Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan,

nasehat dan petunjuk

2. | Kepala Seksi Perdata dan  Tata | Penanggung | Bertanggung  jawab

Usaha Negara Kejaksaan Negeri jawab terhadap seluruh
Sukoharjo kegiatan
3. | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Ketua Bertanggung  jawab
Kejaksaan Negeri Sukoharjo atas pelaksanaan
kegiatan
4. | Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata | Wakil Ketua | Bertanggung  jawab
Usaha Negara Kejaksaan Negeri membantu tugas-
Sukoharjo tugas ketua
5. | Agnes Vira Ardian, S.H, M.H. Sekretaris Bertanggung jawab di
NIP. 19820828 200712 2 001 bidang
kesekretariatan

Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

6. | Indah Churniyati, S.H. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19721231 199803 2 006 sesuai bidang
Jaksa Pengacara Negara pada tugasnya
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

7| Nalendra Ivan Bayu Sakti, A.Md.M Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19990525 202203 1 004 sesuai bidang
Staf Perdata dan Tata Usaha Negara tugasnya
pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo

8. | Nabila Adelia Fortuna, S.H. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 20000324 202505 2 011 sesuai bidang

tugasnya

Staf Perdata dan Tata Usaha Negara
pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI
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